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Abstrak  KOPTRAS adalah sebuah organisasi non-profit yang didirikan untuk  mewadahi para pembina 
dan pelatih ekstrakurikuler di Surabaya. KOPTRAS lahir dilandasi rasa senasib  yang dimiliki pembina dan 
pelatih ekstrakurikuler. Masing-masing sekolah memilki kebijakannya dalam memberikan hak dan 
kewajiban terhadap para pelatih/pembina ekstrakurikuler. Dalam praktiknya, hak-hak sebagai pekerja para 
pembina/pelatih ekstrakurikuler ini seringkali dilanggar. Hasil identifikasi dan inventarisasi masalah 
menunjukkan bahwa, terdapat dua permasalahan krusial yang dihadapi oleh KOPTRAS, yakni 
ketidakjelasan status pembina dan pelatih akibat proses rekruitmen  dan juga masalah pembayaran 
honorarium, karena tidak ada standar pembayaran ekstrakurikuler. Metode yang digunakan dalam 
pengabdian masyarakat ini adalah melalui focus group discussion, capacity building, dan pendampingan 
hukum melalui pendampingan proses pendaftaran KOPTRAS sebagai organisasi yang berbadan hukum. 
Dalam pelaksanaannya, rekomendasi bentuk badan hukum yang sesuai dengan kebutuhan KOPTRAS 
adalah perkumpulan. Pendaftaran KOPTRAS sebagai organisasi yang berbadan hukum dapat memperkuat 
posisi dan status hukum KOPTRAS dalam melakukan proses advokasi hak-hak pembina/pelatih 
ekstrakurikuler sebagai pekerja. Sehingga nantinya dapat meraih penghidupan yang layak, tidak 
mendapatkan diskriminasi dan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. 
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KOPTRAS (Komunitas Pembina dan 
Pelatih Ekstrakurikuler Surabaya) 
merupakan organisasi yang mewadahi 
para pembina dan pelatih ekstrakurikuler 
di Surabaya yang didirikan tanggal 29 
Januari 2019 dengan berlandaskan rasa 
senasib yang dimiliki oleh para pelatih 
ekstrakurikuler di Surabaya yang 
memiliki banyak sekali problematika 
dalam menjalankan pekerjaannya. Per 10 
Agustus 2020 anggota KOPTRAS telah 
mencapai 139 anggota yang terbagi 
menjadi 2 kelompok. Dengan jumlah 
anggota yang tidak dapat dikatakan 
sedikit tersebut menjadi salah satu tolak 
ukur bahwa rasa senasib atas 
permasalahan-permasalahan yang 
muncul sebagai pembina dan pelatih 
ekstrakurikuler tak hanya dirasakan oleh 
segelintir pembina dan pelatih 
ekstrakurikuler saja. 
Terdapat banyak permasalahan 
yang sangat krusial menyangkut 
pembina dan pelatih ekstrakurikuler ini 
yakni pertama, terdapat ketidakjelasan 
status pembina dan pelatih 
ekstrakurikuler hal ini dikarenakan 
dalam proses recruitment  pihak 
pembina dan pelatih ekstrakurikuler 
mengajukan diri ke sekolah tanpa adanya 
lowongan sebelumnya. Pada proses kerja 
pun tidak ada perjanjian atau kontrak 
tertentu yang mengikat baik pada 
pembina dan pelatih ekstrakurikuler dan 
pihak sekolah 
Kedua, dalam hal pembayaran 
honoranium sebelum terdapat 
pengaturan mengenai standar 
pembayaran pembina dan pelatih 
ekstrakurikuler sekolah memiliki 
kebijakannya masing-masing sehingga 
dalam prakteknya akan terdapat 
ketimpangan honorarium antara 
pembina dan pelatih dari sekolah satu 
dan sekolah lainnya. Hingga saat ini 
tidak terdapat Standart Operational 
Procedure (SOP) dari Dinas Pendidikan 
yang mengatur mengenai pengupahan 
tersebut. Hal ini diperparah dengan 
adanya pembatasan dalam hal jumlah 
sekolah yang boleh diajar. Seorang 
pembina dan pelatih ekstrakurikuler 
hanya diperbolehkan mengajar 
maksimal 7 (tujuh) sekolah saja dan 
honorarium yang diterima idak boleh 
melampaui upah minimum kota (UMK). 
Dalam memperjuangkan hak-hak 
para anggota yang dari KOPTRAS ini, 
koordinator KOPTRAS telah menempuh 
berbagai macam cara agar hak yang 
mereka miliki dapat terpenuhi. Salah 
satu upaya yang pernah dilakukan oleh 
perwakilan anggota KOPTRAS adalah 
5150
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/HMN





dengan menandatangani kantor DPRD 
Kota Surabaya Komisi D untuk 
menyalurkan aspirasi mengenai status 
pegawai, permasalahan honorarium, dan 
permasalahan lain yang dimiliki oleh 
para Pembina Ekstrakurikuler yang 
tergabung dalam KOPTRAS. Hasil dari 
pertemuan ini hanya berupa janji yang 
diberikan oleh perwakilan anggota 
DPRD Kota Surabaya Komisi D untuk 
membicarakan aspirasi yang telah 
disampaikan tersebut kepada Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya.  
Tujuan dilaksanakannya 
Pengabdian Masyarakat ini agar dapat 
membantu para anggota KOPTRAS 
yang saat ini memerlukan pendampingan 
atas pembentukan dan pengesahan  
organisasi KOPTRAS menjadi sebuah 
badan hukum.  Sehingga dapat 
mendapatkan manfaat  yang hanya 
diperoleh jika sebuah organisasi terdaftar 
menjadi badan hukum. Manfaat tersebut 
antara lain dapat membuka rekening 
bank atas nama badan hukum itu sendiri, 
dapat menerima bantuan sumbangan 
hibah dan lain-lain yang bersifat tidak 
mengikat, mendapatkan kemudahan 
dalam hal pengurusan perijinan. Manfaat 
lainnya adalah dapat melakukan 
perbuatan hukum atas nama badan 
hukum itu sendiri sehingga tanggung 
jawab dan tanggung gugat terletak pada 
badan hukum itu sendiri.  
2. TINJAUAN PUSTAKA 
Berbagai penelitian mengenai jenis-jenis 
badan hukum yang digunakan dalam 
organisasi masyarakat telah banyak 
diteliti sebelumnya. Berikut merupakan 
penilitian terdahulu yang membahas hal 
tersebut: 
Pertama, badan hukum merupakan 
badan yang dapat mempunyai harta, hak 
serta kewajiban seperti orang pribadi. 
Salah satu jenis daripada badan hukum 
itu sendiri adalah perkumpulan yang 
mana didirikan atas pernyataan 
kehendak dari orang-perorangan (Ali, 
1987). 
Kedua, Organisasi masyarakat 
dibangun melalui alat pengikat mereka 
seperti kesamaan nasib. Kemudian 
melalui organisasi tesebut sekumpulan 
orang yang ada di dalamnya akan 
merealisasikan aspirasi dan kepentingan 
sesuai dengan alasan kesamaan 
pembentukan organisasi, (Sanit, 1985). 
 
3. METODE PENELITIAN 
Metode yang diterapkan pada 
Pengabdian Masyarakat Pembentukan 
Badan Hukum Organisasi 
5352
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/HMN
HUMANISM Vol.2 No. 1 April 2021
Kemasyarakatan dilaksanakan dengan 
beberapa tahap yaitu focus group 
discussion (FGD), capacity building dan 
pendampingan hukum kepada pengurus 
dan anggota KOPTRAS. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan pengabdian masyarakat 
Badan Hukum Organisasi 
kemasyarakatan KOPTRAS  yang 
diselenggarakan oleh tim pengmas 
HRLS ini merupakan kegiatan yang 
dilakukan secara bertahap. Tujuannya 
adalah untuk melakukan pendampingan 
hukum terhadap pelatih dan pembina 
ekstrakurikuler yang ada di wilayah Kota 
Surabaya. Pendampingan hukum ini 
diperlukan untuk membantu pelatih dan 
pembina ekstrakurikuler mendapatkan 
penghargaan dan penghidupan yang 
layak serta tidak mendapatkan 
diskriminasi atas hak-haknya sebagai 
pekerja.  
 Kegiatan pertama Pengmas ini 
adalah berupa focus group discussion 
(FGD). Hal ini dilakukan untuk 
mendapatkan informasi yang akurat 
dalam menginventarisir masalah-
masalah dan opportunity yang dimiliki 
oleh KOPTRAS.  FGD dilakukan pada 
bulan Agustus 2020. FGD dilakukan 
selama 2 jam, dengan dihadiri oleh 3 
orang perwakilan anggota KOPTRAS 
serta tim Pengmas HRLS.  
Kedua, pendidikan masyarakat, 
melalui capacity building. Metode ini 
dilaksanakan dengan memberikan materi 
berupa macam-macam bentuk badan 
hukum, rekomendasi badan hukum yang 
akan dipilih untuk organisasi KOPTRAS 
serta kelebihan dan kekurangan yang 
akan timbul. Dalam acara yang diadakan 
pada tanggal 28 Oktober 2020 dihadiri 
oleh lebih dari 10 perwakilan 
KOPTRAS. 
Gambar 1. Pembukaan dan Pemaparan 
Masalah yang dihadapi anggota KOPTRAS oleh 
Amira Paripurna, Ph.D 
Dalam pembukaan kegiatan Amira 
Paripurna Ph.D, menunjukan paparan 
masalah-masalah yang sedang dihadapi 
oleh KOPTRAS. Tujuan dipaparkannya 
masalah yang dihadapi agar acara yang 
nantinya berlangsung dapat berupa acara 
yang sistematis agar penyelesaian yang 
ingin dicapai dapat terlaksana, masalah 
yang diuraikan adalah tidak adanya 
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kejelasan status dari pelatih 
ekstrakurikuler yang tergabung dalam 
KOPTRAS, permasalahan honorarium 
dan masalah-masalah lain yang sedang 
dihadapi. Yang disampaikan dari 
paparan ini merupakan hasil dari FGD 
pertama dengan perwakilan anggota 
KOPTRAS. 
 
Gambar 2. Pemberian Materi mengenai Badan 
Hukum 
Selanjutnya Dian Purnama 
Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M, tim 
pengmas yang merupakan peneliti di 
Pusat Studi HAM (HRLS) dan dosen 
fakultas Hukum Departemen Perdata, 
menyampaikan pemaparan tentang 
semua bentuk badan hukum dan 
kriterianya. Selanjutnya pemaparan 
bentuk badan hukum yang sesuai dengan 
organisasi masyarakat KOPTRAS, dan 
diakhiri dengan rekomendasi bentuk 
badan hukum yang cocok untuk 
KOPTRAS dan tak lupa pemaparan 
mengenai kelebihan dan kekurangan 
entuk badan hukum tersebut dan cara 
pendaftaran badan hukum. 
 
Gambar 3. Pemaparan Materi tentang Stategi 
Advokasi 
Para peserta sekaligus Anggota 
KOPTRAS mengajukan beberapa 
pertanyaan kepada pemateri, salah 
satunya ialah apakah dengan bentuk 
KOPTRAS yang menjadi badan hukum 
dapat mempengaruhi status mereka. 
Karena pelatih ekstrakurikuler 
merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Dinas Pendidikan.  
Sementara itu, terdapat diantara anggota 
yang berada dibawah lembaga lain 
contohnya ialah PRAMUKA. Atas 
pernyataan tersebut pemateri 
memberikan tanggapan bahwa 
kekawatiran semacam itu tidak akan 
bermasalah karena Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 
mengatur mengenai kebebasan dalam 
berorganisasi, pemateri juga 
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memberikan contoh bahwa guru yang 
juga bekerja dibawah naungan Dinas 
Pendidikan juga memiliki organisasi 
guru lainnya.  
Setelah capacity building ini, 
Pengmas memasuki tahap selanjutnya 
yaitu pendampingan hukum proses 
pendaftaran KOPTRAS. Salah satu 
bentuk riil pendampingan hukum ini 
adalah memberikan legal advice serta 
mendampingi proses pendaftaran 
kekantor notaris.  
 
Gambar 4. Penutupan dan foto Bersama Tim 
Pengmas HRLS dan Anggota KOPTRAS 
 
5. KESIMPULAN 
Pengabdian masyarakat yang dilakukan 
oleh tim Pusat Studi Hukum dan HAM 
(Center of Human Rights Law Studies, 
HRLS) ini dilakukan secara bertahap. 
Tahap pertama adalah dengan 
melakukan focus group discussion 
(FGD). Tujuan dari FGD ini adalah 
untuk menggali permasalahan-
permasalahan riil yang dihadapi oleh 
anggota KOPTRAS serta 
mengeksplorasi kebutuhan-kebutuhan 
anggota dan KOPTRAS sebagai 
organisasi yang menaungi para pelatih 
dan pembina ekstrakurikuler se-
Surabaya.  
Tahapan selanjutnya adalah 
capacity building dalam kegiatan ini 
anggota KOPTAS dibekali pengetahuan 
tentang bentuk-bentuk badan hukum  
dan konsekuensi-konsekuensi hukum, 
manfaat dari setiap pilihan badan hukum 
yang ada. Pembekalan kapasitas ini 
diperlukan oleh anggota KOPTRAS. Hal 
ini bermanfaat ntuk penguatan 
pengetahuan para anggota, sebelum 
merumuskan serta pengambilan 
keputusan akan bentuk badan hukum 
yang sesuai dengan visi dan misi yang 
ingin dicapai oleh KOPTRAS. Ketiga 
atau tahapan terakhir dari Pengmas ini 
adalah pendampingan hukum proses 
pendaftaran KOPTRAS sebagai 
organisasi yang berbadan hukum.  
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